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ABSTRACT
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I. PENDAHULUAN meskipunkenyataannya tujuan tersebut tidak
1. Latar Belakang terwuiud danketimpangan antardaerah retap
Berdasarkan teori ketimpangan fiskaldijelaskan saja terjadi, baikdilihat dari ketimpangan
bahwapemerintah pusat mengambilsebagian pertumbuhan ekonomi, ketimpangan

besar penghasilan dari sumber-sumberdaya alam pembangunan industri maupunketimpangan
vang ada di daerah, termasuk pajak- dalam pendapatan masyarakat di daerah.Dengan
pajakperusahaan dan penghasilan. Sebagian diberlakukannya Undang-Undang No. 22 /99 dan
danayangterkumpul  tersebut,  pemerintah Undang-Undang No. 25/99, daerah
pusatmengalokasikannya ke daerah dalam otonomdiharapkan mampu membiayai
bentuk transfermelalui program bantuan Penyelenggaraanpemerintah dan pembangunan
pembangunan dalambentuk alokasi anggaran di daerah, sehinggasetiap daerah dituntut
dan program serta proyek-proyek tertentu yang berperan aktif dalampengelolaan sumber-
merupakan program nasionalyang ditempatkan sumber keuangan daerah untukmengurangi
di daerah. ketergantungannya dengan pusat.

Program-programbantuan pembangunandaerah Pemerintah daerah dalam
selama ini, sering kali dikemukakan sebagaiupaya melaksanakanfungsinya agar bisa berjalan
mewujudkan pemerataan pembangunanantar efektif, maka merekaharus didukung sumber-
wilayah dan mendorong sumbet keuangan yangmemadai, baik yang
peningkatankemampuan  keuangan  daerah, berasal dari Pendapatan AsliDaerah (PAD),




Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak(BHPBP),
Pinjaman maupun Subsidi / Bantuandari
pernerintah pusat.

Selama ini, kebanyakan
pembiayaanpembangunan daerah  masih
sangat mengandalkan sumber pembiayaan
yang berasal dari pemerintahpusat. Hal ini
dapat dilihat dari AnggaranPendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yangbesarnya sekitar
dua pertiga dati total pengeluaranpemerintah
daerah  masih  dibiayai oleh bantuan
dansumbangan pemerintah pusat (Kuncoro,
2000).

Berdasarkan Undang-Undang No.
25/1999,sebagai upaya mewujudkan
pembangunan daerah,pemerintah telah

menyediakan dana perimbangandalam bentuk

a). Bagian daerah dari penerimaanpajak
penghasilan  perseorangan, pajak bumi
danbangunan, bea perolehan hak atas tanah
danbangunan, dan penerimaan Sumber Daya
Alam(SDA) b). Dana AlokasiUmum (DAU) serta
c).Dana Alockasi Khusus (DAK). Keberadaan
danaperimbangan ini mempunyai peranan
sangat vitalbagi pernbiayaan di daerah
sehingga besarnya pedupeningkatan setiap
tahunnya. Dalam era otonomidaerah sekarang
ini sudah selayaknya pemerintahkabupaten
dan kota mampu mengembangkansumber
daya sendiri untuk
mengurangiketergantungan pemerintah pusat

(Bahl, 1 999).Meskipun berdasarkan
pengalaman menunjukkanbahwa upaya
pemerintah daerah dalammeningkatkan
penerimaan telah menimbulkanteriadinya

distorsi pasar dan terjadinya high costeclnoml
(Saat, 2003), karena peningkatanpenerimaan
cederung tidak diikuti denganpeningkatan
pelayanan publik (Halim andAbdullahm
S,2004).

Hubungan keuangan
pemerintah pusatdan daerah dari setiap
negara berbeda-beda.Perbedaan ini karena
adanya perbedaan dalambentuk regara, baik
negara federal atau kesatuandengan berbagai
tingkat pemerintahannya, dimanasetiap
negara memiliki sistem transfer vyang

antara

berbedadengan negara lainnya (Bird and
Vaillancourt, 2000).Hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dandaerah tersebut
menyangkut dalam pembagiantanggung jawab

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu antara tingkat-tingkat
pemerintah,dan pembagian sumber
penerimaan  untukmenutup  pengeluatan
akibat kegiatan-kegiatan itu(Davey, 1 988:
179).

2. PerumusanMasalah

Dengan mempertimbangkan latar

belakangpermasalahan tersebut diatas, maka
rumusanpermasalahan dalam penulisan ini
disusun sebagaiberikut :

2.1. Bagaimana gambaran pola transfer pada
berbagai negara, terutama Filiphina,

Kanada, Pakistan, India, Cina, Jerman dan

Argentina ?
2.2. Bagaimana perbedaannya dengan
kebijakanpola transfer di Indonesia ?
3. Tuiuan Penulisan
3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini
adalahmengetahui dan mengkaji secara
komprehensiftentang pola transfer pada

berbagai negara terutama,Filiphina, Kanada,
Pakistan, India, Cina, Jerman,Argentina serta
membandingkannya dengan polatransfer di
Indonesia.

3.2 Tujuan Khusus

3.2.1. Menjelaskan pola transfer pada

negaraterutama, Filiphina, Kanada,
Pakistan,India, Cina, Jerman,
Argentina

3.2.2.Menjelaskan pola transfer di

Indonesiadibandingkan dengan
negara -—negaraFiliphina, Kanada,
Pakistan,India,Cina, Jerman,

Argentina




4. Manfaat Penulisan
Tulisan ini merupakan studi
desktiptifkomparatif tentang pola transfer

pada berbagainegara terutama Filiphina,
Kanada, Pakistall, India,Cina,Jerrnan,
Argentina dan Indonesia. Diharapkantulisan ini
dapat bermanfaat bagi para
pengambilkebijakan  publik vyang terkait
dengan pengelolaankeuangan negara,

akademisi, peneliti serta pihak-pihak lain yang
terkait dengan kebijakan fiskal. Secaraempirik,
tulisan ini rnemberikan gambaranmengenai
pola-pola transfer pada berbagai negaraserta
perbandingannya dengan Indonesia.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Secara umum pola hubungan
keuangan antarapemerintah pusat dan daerah
menyangkut tentangkewenangan yang
diberikan pemerintah pusatkepada daerah.
Perbedaan kewenangan ini antaranegara satu
dengan lainnya berbeda-beda. Untukitu
terdapat negara-negara dengan
kewenanganpemerintah pusat yang dominan,
di lain pihakterdapat negara dengan
kewenangan fiskalpemerintah lokal yang yang
sangat besat. AmerikaSerikat dan Australia
merupakan negara federaldengan sejumlah
tingkatan pemerintahan (federal/ pusat, state,
dan lokal) memiliki peran pemerintahpusat
yang relatifkecil. Sedangkan peran
negarabagian dan pemerintahan lokal sangat
besar dalampenyediaan jasa publik serta
dalam meningkatkanpendapatan daerahnya.
Di sisi lain, beberapa negarakesatuan seperti

Inggris dan Perancis serta
Indonesiakewenangan pemerintah daerah
relatif terbatas(Hamid, E.S, 2003).

Dari pengalaman berbagai negara,
upayaapapun vyang dilaksanakan dalam

menata kembalifungsi-fungsi pengeluaran dan
penerimaan, masalahketidakseimbangan fiskal
vertikal (vertical fiscalpajak propinsi yang kaya

sekalipun mampumenyeimbangkan
penerimaan dan pengeluaransendiri,
ketidakseimbangan  kemungkinan  terjadi
didaerah lain. Dari pengalaman berbagai

negaratersebut secas simultan memberikan
gambaran yangkuat bahwa perbedaan
elastisitas penerimaan danpengeluaran atas
penyerahan fungsi-fungsi padaberbagai
jenjang pemerintahan dalam setiap kasus,akan
segera mengarah pada munculnya
kembalipermasalahan ketidakseimbangan
vertikal (verticalfiscal inbalance){ Hamid, E.S,
2003).Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:
42)terdapat tiga variasi transfer
fiskalantarpemerintahan ditemukan di seluruh
dunia.Metode transfer tersebut menggunakan
polamenurut Persentase tetap dari
penerimaanpemerintah  pusat, mengikuti
suatu dasarad hocsertaatas dasar mekanisme
formula. Sejumlah negara-negaraberkembang
menggunakan beberapa jenis formuladalam
upaya ganda untuk
menyejajarkanpengeluaran daerah yang
memiliki kebutuhan dan Bkapasitas berbeda,

serta untuk merangsangaktivitas-aktivitas
fiskal lokal, namun permasalahandata di
negara ini sering  menjadi kendala

dalampenerapan parameter yang digunakan.
SelanjutnyaBird (2000: 39), transfer fiskal
antarpemerintahansudah barang tentu
mempunyai aneka tujuan  selainuntuk
menutupi kesenjangan fiskal. Transferdapat,
dirancang untuk menyeimbangkan
upayapenggalian penerimaan atau tingkat-
tingkatpengeluaran, atau hasil-hasil dalam
bentukpelayanan-pelayanan yang
disediakan.Penyeimbangan-penyeimbangan

mungkin jugalebih diperlukan untuk
redistribusi pendapatan,atau untuk
meyakinkan bahwa untuk upaypenggalian
pendapatan yang sama, masyarakatmenerirna
pengeluaran-pengeluaran (atau hasil-hasil)
yang sama, terlepas dimana mereka
tinggal;atau untuk menyediakan pelayanan-
pelayananpenting pemerintahan yang minimal
sesuai denganstandar minimum bagi setiap
orang; atau untukmemungkinkan setiap orang
memiliki  kesempatanyang sama  untuk
mengakses pelayanan-pelayanan
pemerintahan. Transfer mungkin
jugadimaksudkan untuk mencapai tujuan-

itu




tujuan yanglebih terkait dengan pertumbuhan
dan efisiensialokasi sumber-sumber, seperti
pemberiandorongan agar pemerintah daerah
melaksanakanpembangunan pelayanan-
pelayanan, masyarakatyang mendesak, atau
untuk meningkatkanpenyediaan pelayanan-
pelayanan masyarakat yangmendesak, atau
untuk meningkatan penyediaanpelayanan
yang mengandung eksternalitas
besarterhadap masyarakatyang berada di luar
wilayahbersangkutan.

Cakupan penyeimbangan di negara-
negarafederasi sangat beragam dari satu
negara dengannegara lainnya, dan
kelihatannya merupakan refleksidari derajat-
derajat perbedaan sejarah
nasional(preferensi-preferensi, atau  jauh
melampuipertimbangan-pertimbangan teoritis
(Ahmad,1997).

Transfer tidak dapat dikatakan baik
atau bruuk;yang menjadi permasalahan
sebenarnya terletak padapengaruhnya
terhadap hasil-hasil kebijakan
yangdilaksanakan, seperti efisiensi alokasi,
pemerataandistribusi, dan stabilitas
makroekonomi. Terdapattiga jenis cara dasar
untuk menetapkan berapa besarjumlah dana
yang perlu didistribusikan ke daerah-daerah
melalui transfer fiskal
antarpemerintahan,yaitu 1). Menurut
persentase tetap dari penerimaanpemerintah
pusat; 2). Mengikuti suatu dasar adhoc, serta
3). Atas dasar mekanisme formula,
yaitumenurut persentase dari pengeluaran-
pengeluarandaerah tertentu yang dibayar oleh
pusat, atau yangberhubungan dengan
beberapa ciri umum daerahpenerima (Bird,
2000; 42-43).

METODE PENULISAN

1. RuangLingkup Studi

Tulisan ini adalah sebuah pemikiran
yangbersifat deskriptif komparatif untuk
mengkajitentang pola transfer pada berbagai
negara, terutamaFiliphina, Jerman, Kanada,

Cina, Pakistan,Argentina, India serta

Indonesia.

2. Jenis Tulisan

Tulisan ini bersifat desktiptif untuk
mengkajisecara empiik pola transfer pada
berbagai negaraterutama Filiphina,Jerman,
Kanada, Cina, Pakistan,Argentina, India serta
Indonesia.
3. Sumber Data

Data vyang dipergunakan dalam
penulisan  inimerupakan studi literature
dengan dituniang hasil-hasil penelitian serta
jurnal-jurnal ilmiah lainnyasebagai pendukung
tulisan.
4. Fokus Penulisan

Penulisaa ini memfokuskan pola
transfer padaberbagai negara terutama
Filiphina,Jerman, Kanada,Cina, Pakistan,

Argentina, India serta Indonesia.Tulisan ini

memaparkan tentang persamaan
danperbedaan pola transfer yang disebabkan
oleh adanyaperbedaan tingkatan
pemerintahan pada negaratersebut.
5. Metode Analisis

Penulisan ini  dilakukan secara
deskriptifkualitatif, untuk memberikan

gambaran tentangkeadaan yang terjadi sesuai
data empirik, sertaberdasarkan atas teori dan
literature-literature yangmenunjang penulisan
ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Filipina

Filipina termasuk negara ASEAN
yangpemerintahannya mirip dengan
pemerintahan  indonesia, vyaitu negara

kesatuan dengan strukturpemerintahan yang
bertingkat (Multi-tiered unitarystate).
Pemerintahan Filipina terdiri 80 provinsi,
90kota serta 1513 kabupaten, dan sekitar
41.382 desa (Manasan, 2002 : 1). Filipina
melakukan reformasiyang mengarah pada
pelaksanaan otonomi daerahmulai tahun 1991
dengan mengeluarkan Undang-Undang
Pemerintahan Lokal 1991 (Local




GovernmentCode 1991 /LGC 1991). Menurut
undang- undanglni sebagian fungsi yang
ditangani pemerintah pusatdiserahkan ke
pemerintah daerah, termasuk transferpegawai
beserta aspek pembiayaannya.
Pelaksanaanreformasi ini  mirip dengan
pelaksanaan Undang-Undang No. 22 / 1999 di
Indonesia.Karakteristik  pola  transfer di
Filipina.Terdapatdalam tiga bentuk:Pertama,
formula yang digunakaflsederhana dan mudah
difahami. Formula ini tidakdiperlukan analisis
yang rumit dan canggih, dan tidakada
negosiasi karena peraturannya sudah jelas.

Kedua,formula vyang  digunakan sudah
merupakan  hasilnegosiasi  politik  yang
panjang, sehingga perubahanterhadap
formula bisa berakibat pada penolakanoleh
banyak pihak. Ketiga, distribusi dari
transfermemberikan hasil yang lebih
mendukungpemerataan. Berdasarkan hasil

perhitungan denganregresi yang dilakukan
menunjukkan adanyahubungan yang negatif
antara transfer perkapitadengan pendapatan

perorangan (Simanjuntak danDioko
Hidayanto, 2002 : 34).

Aspek-aspek yang menjadi
pertimbangandalam  menentukan  alokasi
transfer pemerintahanFilipina meliputi;

Jumlah penduduk, luaswilayah, di samping
juga dana yang dibagi rata(Equal share) serta
pertimbangan asal etnis (ethniderivation).
Mekanisme variabel-variabel yangdigunakan
dalam mekanisme transfer sudahcukup
obyektif dan rasional serta formula
yangdigunakan tidak mengoreksi ketimpangan
fiskalhorisontal (horizontal fiscal imbalace).
Sedangkanpotensi peningkatan pendapatan
pemerintahdaerah seharusnya dimasukkan
dalam formula(Shah, 1954:36).

Berdasarkan Local GovernmentCode
1991 / LGC1991 tersebut,sebagian besar
transfer ke pemerinahdaerah berasal dari hasil
pajak nasional yang dikenaldengan Internal
Revenue Allocation (IRA).Pendistribusiannya
didasarkan atas jumlahpenduduk (bobotnya
70%), luas area (20%), dandibagi rata (10%).
Sebagian besar transfer inimerupakan bantuan

umum, yang tidak bersyarat(Bird, dan Michael
Smart,2001 : 18).Dalam pengeluaran daerah
menurut ketentuanLGC 1991, minimal 20% di
transfer yang diberikanke daerah daerah
adalah untuk keperluanpembangunan.
Pelaksanaan ketentuan ini tidak sulitdilakukan
oleh pemerintah daerah karena danatersebut
digunakan untuk bidang bidang
sepertikesehatan. nutrisi, kesejahteraan sosial,
kebudayaan,pemuda dan olahraga. .

Ketentuan penggunaan uang
yangdidaerahkan menurut LGC 1991 di Filipina
ini bisamenjadi masukan dalam penggunaan
DAU dilndonesia. Berdasarkan pengamatan
daripenggunaan DAU di Indonesia sebagian
besarpemerintahan daerah cenderung
menggunakantransfer umum tersebut untuk
belanja rutin dansebagian besar
penggunaanya adalah untukmembayar gaji
pegawai di daerah.
India

India merupakan negara federal yang
memilikisejarah  cukup  panjang  dalam
pelaksanaan transferpemerintah pusat ke
negara-negara bagian, yaitu sejaktahun 1919.
Pola transfer di negara ini banyakmengalami
perubahan sejak kemerdekaan Indial947
(Ma, 1997 :18). Sistem transfer di
Indiamewakili kasus klasik negara federal yang
dalamkonstitusinya memisahkan fungsi
keuangan antarapusat dengan negara bagian
yang kini berjumlah 25buah (Rao, 2000 : 78-

79). Sistem transferantarpemerintahan di
India  meliputi tiga elemen,yaitu: (1)
mekanisme transfer umum yang

dirancanguntuk membantu daerah daerah
yang terbelakangdengan menggunakan jatah
negara bagian dari pajakpendapatan dan
cukai. Sistem ini dilaksanakan olehsuatu
Komisi Keuangan, (2) transfer daripemerintah
federal ke badan perencanaanpembangunan
negara bagian. Setiap tansfer iniharus
mendapat persetujuan dari
KomisiPerencanaan yang memiliki tanggung
jawab yangluas, termasuk membuat rencana
pembangunantahunan dan lima tahunan, (3)
pinjaman  negarabagian vyang disetujui




pemerintah pusat. Pinjamanini sebenamya
tidak bisa dikategorikan sepenuhnyasebagai
suatu transfer.

Gambaran menonjoltransferantar
pemerintahan di India adalah
banyaknyasaluran transfer dari pemerintah
pusat ke negarabagian. Komisi Keuangan
setiap lima tahunmelakukan evaluasi sumber
sumber fiskal meliputi;kebutuhan kebutuhan
pusat dan masing masingnegara bagian;
merekomendasikan porsi pajak ,pendapatan
pribadi, cukai federal, dan bantuan kenegara
negara bagian. Adanya aspek perencanaanini,
maka dalam pencairan dana yang lebih
berperanadalah Komisi Perencanaan vyang
bertugas menjadibendaharawan dalam
pengucuran dana ke negaranegara bagian. Di
samping dua saluran transfer ini,berbagai
kementerian pada pemerintahan
pusatmemberikan dana alokasikhusus dengan
atau tanpapersyaratan dana pendampingnya

(Ibid 731). Modeldistribusi transfer India
menekankan padapendekatan kebutuhan
fiskal (fiscal need). Formulatransfer tidak
memberikan perhatian yang khususpada
kapasitas fiskal dari setiap negara bagian
dalammengalokasikan bantuannya. Dalam
transferproporsi yang signifikan dari

pendapatan nasionaldikembalikan ke negera
bagian denganmenggunakan indikator jumlah
penduduk, disamping faktor pendapatan
relatif terhadappendapatan rata rata (Shah,
1994 : 35). Formulatransfer di India cukup
sederhana dan mudah dalamperhitungannya,
terlebih untuk negara yang sudahmempunyai
data standar pelayanan minimum.Masalahnya
adalah model alokasi seperti ini
menjadikurang obyektif  karena tidak
memperhitungkansecara tepat kemampuan
daerah untuk membiayaipengeluarannya.
Padahal, karakteristik pentingfederalisme
fiskal di India adalah besarnya
perbedaandalam kapasitas penerimaan dan
juga pengeluaranper kapita antarnegara
bagian (Rao, 2000 : 92).Menurut Rao ( 2002: 3-
6),trend ketidakseimbanganfiskal di India ini

menyolok dengan tajam terjaditahuan 1998-
1999,

Cina

Pola transfer lain vyang relevan
Indonesiasebagai negara dengan jumlah
penduduk vyang besarselain India, adalah

Republik Rakyat Cina (RRC).Negara ini
diperkirakan berpenduduk 1,4 milyar jiwayang
tersebar di 29 provinsi.
Sistempemerintahannya sentralistik  dan
seluruh tarif danbasis pajak ditetapkan oleh
pemerintah pusat,Demikian pula penerimaan
yang seluruhnyaditerimakan oleh pemerintah
pusat, dan sebagiankemudian didistribusikan
ke daerah daerah.Pendistribusian penerimaan
sebagian didasarkanatas formula dengan porsi
daerah yang dibedakanmenurut jenis pajak
dan sebagian lagi bantuan yangbersifat ad boc.
Namun, sistem administrasiperpajakannya
cukup terdesentralisasi sehinggapemerintah
daerah memiliki otonomi fiskal
melaluipenilaian dan pemungutan pajak (Bahl,
1998 :49).

Pemerintah Cina sebelum reformasi
fiskaltahun 1994, seluruh pendapatan dari
semuaprovinsi ditransfer ke pemerintah pusat
sesuaidengan negosiasi yang telah dilakukan.
Sistem inidikenal dengan sebutan Sistem
Kontrak SeluruhProvinsi (Provincial Overall
Contracting System). Sesuaidengan kontrak
tersebut, daerah daerah akan menerima
transfer dari pemerintah pusat yang besarnya
sesuai dengan jumlah yang yang
disepakati.Menurut kontrak vyang berakhir
tahun 1993,sebanyak 14 provinsi menerima
sejumlah transferyarrg tetap setiap tahunnya,
sedangkan 15 provinsilainnya menerima
subsidi tahunan yang tetap (Shah,1994:35).

Mulai tahun 1994 sistem kontrak di
atasdigantikan dengan sistem bagi hasil.
Dengan sistemini 50 persen dari pajak

pertambahan nilai (VAT),pajak sumber daya,
dan pajak penjualan sahamdikembalikan ke
daerah asalnya. Untuk melengkapisistem bagi
hasil ini pemerintah Cina menerapkanpula




sistem transfer vyang baru, pemerintah
pusatakan menghitung posisi fiskal
pemerintahpemerintah daerah dan

menetapkan daerah daerahyang mengalami
surplus anggaran harusmemberikan transfer
ke pemerintah pusat .Sebaliknya, untuk
daerah  daerah yang mengalamidefisit
anggaran, pemerintah pusat
memberikantransfer untuk menutup
kekurangan yang terjadi.jadi, pendekatan yang
digunakan berdasarkanpendekatan
kesenjangan fiskal (fiscal gap). Polatransfer ini
secara teoritik memang cocok untuk Cinayang
memang lebih menghadapi
masalahketimpangan fiskal horisontal
(hoizontal fiscal imbalance) daripada masalah
ketimpangan fiskalvertikal (vertical discal
imbalance). Sumber sumberpendapatan yang
diserahkan ke daerah sudah cukupbesar jika
dibandingkan dengan kewajiban belanjayang
diembannya. Hal ini berarti rasio
kewajibanbelanja daerah dibanding seluruh
kewajiban belanjanegara adalah seimbang
dengan rasio pendapatanyang meniadi bagian
daerah dibanding seluruhpendapatan negara
(Simanjuntak, dan DjokoHidayanto, 2002 : 37).
Dalam praktiknya polatransfer di Cina
mengandung dua kelemahan.Pertama, model
ini tidak dirancang untuk mengatasi, masalah
disparitas fiskal antardaerah, melainkanlebih
dirancang untuk memenuhi kebutuhan
(vested interenst) daerah. Kedua, kriteria
alokasi transfer lebih merupakan keputusan
yang b ersifat ad hoc, sehinggasistem transfer
tidak mencerminkan ukurankapasitas dan
kebutuhan fiskal secara spesifik (PAUUGM,
2000: 3-19). Model transfer seperti
yangditetapkap di Cina kurang cocok untuk
ditempkandi Indonesia mengingat persoalan
yang dihadapitidak sama ketimpangan fiskal
horisontal (horizontal fiscal imbalance),
melainkan iuga ketimpangan fiskalvertikal
(rertical frcal inbalanc). Di samping itu,sistem
pemerintahan yang berbeda, yang
sangatsentralistik dan detetministik di Cina
akan sangatsulit diterima oleh daerah daerah
di Indonesia.

Jerman

Transfer antartingkat pemerintahan
di Jermanterdapat tiga jenis, yaitu; transfer
bagi hasil, transfer antara nega ra bagian dan
bantuan pelengkap Jftambahan
(ssuplementary grants), khususnya
untukflegara bagian eks-lerman Tirnur. Semua
danatransfer ini ditangani oleh Kementedan
Keuangan. Sistemn transfer dilerman
mernpunyai setidaknya duakarakteristik atau
keunikan yang ibarat dijumpaidalam sistem
transfer. Pertama, semua pajak-pajakyang
utama terrnasuk pajak pendapatan pribadi,
pajakpertambahan nilai, pajak perusahaan,
dibagihasilkanantara pemerintah  federal
dengan negara federal.

Pemungutan pajak-pajak ini terutama
dikumpulkanoleh pemerintah federal, dan
dibagihasilkan denganpersentase yang sudah
disepakati (Shah, 1994 : 50).kedua adanya
transfer pemerataan antanegara
bagian(intertate equalization payment). Pola
transfer sepertiini sudah dilaksanakan sejak
tahun 1951 sebagaibentuk kompensasi atas
beban khusus yang diberikankepada beberapa
negarabagian yang menanggungpengungsi
ataupun untuk pemeliharaan pelabuhan,dan
sebagainya. Secara sederhana formula
transferantarnegara bagian di lJerman
dirumuskan sebagaiberikut : Ei = ATC — NEEDi,
dimana ATG adalah kapasitas fiskal negara
bagian i dan NEEDiadalah kebutuhan fiskal
negara bagian i. Apabila Ei(kesenjangan fiskal)
lebih besar dari nol maka negarabagian
tersebut harus memberikan transfer untuk
dana pemerataan (equlization pool).
Sebaliknya, jika Ei lebih kecil dari nol, maka
negara bagian tersebut akan memperoleh
transfer dari dana yang dikumpulkan dari
negara bagian yang relatif berlebih tersebut.
Awal unifikasi Jerman tahun 1990, negara
bagian eks-lerman Barat menolak negara
bagian eks Jerman Timur masuk dalam
kerangka program pemerataan antarnegara
bagian. Penolakannnya atas dasar perhitungan
bahwa negara Jerman Timur selalu menerima
transfer. Jalan keluarnya kemudian didirikan




Dana Persatuan Jerman (German Unity Fund)
untuk membantu negara bagian eks-Jerman
Timur.

Sistem transfer antanegara bagian di
Jermanmempunyai persamaan dan perbedaan
dengan diKanada. Persamaannya, negara
bagian yang kapasitasfiskalnya lebih rendah
dari rata-rata akan mernperolehtansfer di
Kanada, dan transfer serupa diberikan
olehnegara bagian yang selisih kapasitas fiskal
dengankebutuhan fiskalnya negatif  di
Jlerman.Perbedannya, negan vyang kapasitas
fiskalnya, diatasrata-rata di Kanada tidak
mempunyai kewajibanmemberikan transfer ke
negara bagian yang lain.Sebaliknya di Jerman,
negara bagian yang selisihkapasitas fiskal
dengan kebutuhan fiskalnya positif,harus
memberikan transfer ke negara bagian yang
lain.Dengan demikian pola transfer
antanegara bagian dilerman lebih bepotensi
mewujudkan pemerataandibandingkan
dengan di Kanada (Flamid, E.S, 2003:52-53).
Argentina

Argentina merupakan negara federasi
dengansistempemerintahan tiga tingkat
(three-tiered system), yaitu ; Pemerintahan
nasional (pusat);Dua puluh tiga provinsi dan
satu pemerintahan otonom Kota Buenos Aires;
dan lebih dari seribu kotamadya/ kabupaten
(municipalities). Menurut Rezk (1998),
pemerintahan di Argentina sangat demokratis
dimana pejabat presiden, gurbernur dan
walikota dan pejabat legislatif
(nasional,provinsi dan dewan kota) dipilih
langsung melalui suatu pemilihan umum
(Rezk,1958:208-209).

Pola hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah di
bawahnya, desentralisasi fiskal sudah cukup
tinggi, terutama dilihat dari sisi penerimaan.
Kondisi ini sama dengan di Indonesia setelah
diberlakukannya otonomi daerah, dimana
keleluasaan daerah dalam menggunakan dana
yang dimilikinya baik dari dana sendiri
maupun dari transfer pusat sudah sangat
besar. Semua fungsi pengeluaran, kecuali
bidang pertahanan (tanggung jawab pusat)

dan hukum serta ketertiban (pusat dan
provinsi), tidak ada bidang yang tanggung
jawabnya terbatas pada satu tingkat
pemerintahan. Dari sisi penerimaan
ketergantungan daerah dengan pusat sangat
tinggi, yang diperoleh dari berbagai transfer.
Dalam menyalurkan transfer untuk
pemeratan, Argentina menggunakan formula
yang didasarkan pada jumlah penduduk,
kebalikan (inverse) kepadatan penduduk
(kejarangan penduduk) dan indeks
kesenjangan pembangunan, yang masing-
masing besarnya 65 persen,10 persen dan 25
persen. Kesenjangan pembangunan diukur
dari kualitas perumahan, jumlah kendaraan
per penduduk, dan tingkat pendidikan.
Ketergantungan pada pemerintah pusat yang
tinggi karena dominannya pemungutan pajak
yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga
menciptakan ketimpangan fiskal vertikal yang
tinggi. Menurut ketentuan, hanya pajak
ekspor dan impor yang secara eksklusif
ditangan pemerintah pusat, sedangkan pajak
lainnya ditangani bersama pemerintah dengan
provinsi. Namun kenyataannya, pajak-pajak
yang potensial seperti pajak pendapatan,
diserahkan ke pemerintah pusat. Situasi di
Argentina mirip dengan situasi di Indonesia
saat ini, daerah mempunyai keleluasaan yang
besar dalam menggunakan dana transfer dari
pusat terutama DAU dan bagi hasil, namun
dari sisi penerimaan masih sangat tergantung
pada berbagai transfer, khususnya dari dana
perimbangan (Hamid, 2005).

Indonesia

Indonesia merupakan negara
kesatuan yangbertingkat (multi-tiered unitary
state). Strukturanggaran pemerintah
Indonesia pada waktu laluterlihat jelas
besamya peranan pemerintah pusatdalam
aktifitas pembangunan dan
penganggarankeuangan daerah, sekitar dua
per tiga daripengeluaran rutin  maupun
pengeluaranpembangunan daerah bersumber
dari dana bantuandan sumbangan pusat.




Selain melalui anggarandepartemen teknis,
pemerintah pusat terlibatlangsung dalam
perencanaan dan pelaksanaanpembangunan
di daerah-daerah (Hamid, E.S, 2003).Struktur
anggaran pemerintah Indonesia
sebelumberlakunya UU No. 22/99 dan UU No
25 /99 dapatdilihat pada Gambar 2.3
(Wuryanto 1996 64).

Pola hubungan antara pemerintah
pusat dandaerah di Indonesia telah terjadi
perubahan yangsangat mendasar terutama

dalam bidang  administrasipemerintahan
maupun hubungan keuangan
antarapemerintah pusat dan daerah
(intergovernment  fiscal relation) sejak

diberlakukannya Undang-U ndang No.22dan
25 Tahun 1999.

Saat ini bantuan keuangan pusat
membiayaisekitar 65 persen dari total
pengeluaran pemerintahdaerah provinsi dan
70 persen dari total pengeluatankabupaten /
kota. Transfer ini terdiri dalam dua bentuk,
yaitu block-grants, yang digunakan untuk
tujuan umum dengan penggunaan yang sesuai
pedoman pusat, dan bantuan khusus (specific
grants) yang digunakan untuk pengeluaran
yang telah ditentukan dan dikontrol secara
detail oleh pusat. Pemerintah meningkatkan
porsi block grants terhadap total transfer,
serta memberikan kelonggaran kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk lebih
fleksibel dalam penggunaan bantuan khusus.

Ada beberapa bagian yang positif dari
sistem bantuan antarpemerintah di Indonesia,
yaitu distribusi bantuan dilakukan dengan
transparan, ditentukan dengan formula
melalui pemanfaatan kriteria yang objektif;
Struktur dari bantuan sederhana, sebab hanya
sedikit bentuk bantuan dan kriteria yang
digunakan untuk pendistribusiannya; dan
bantuan dapat menciptakan efek pemerataan
secara  keseluruhan  atas  ketersediaan
penerimaan di daerah-daerah. Transparasi dan
simplikasi dari sistem bantuan di Indonesia
menyebabkan sistem tersebut lebih bagus

dibanding sistem-sistem lain yang pada
umumnya dilakukan negara-negara
berkembang (Bird,2000:170-171). Selanjutnya
Wuryanto (1986), menggambarkan struktur
anggaran pemerintah Indonesia sebelum
berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah
dapat dilihat pada Gambar 4.1

Berdasarkan Undang-Undang No
22/99, maka semua daerah telah diberikan
kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh

fungsi pemerintah, kecuali kewenangan
pemerintah  dalam  bidang pertahanan
keamanan, politikluar negeri, fiskal dan

monoter, peradilan, agama, dan administrasi
pemerintahan yang bersifat strategis. Sesuai
dengan pembagian kewenangan / fungsi
tersebut pelaksaan pemerintahan didaerah
dilaksanakan berdasarkan asas desentralisai,
asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Implikasi langsung dari kewenangan / fungsi
yang diserahkan kepada daerah sesuai UU No.
22/99 ini perlu diatur mengenai hubungan
keuangan antara Pusat dan daerah untuk
membiayai pelaksaan fungsi yang menjadi
kewenangannya.

Pelaksanaan desentralisasi fiksal telah
membawa konsekuensi pada pengelolaan
fiskal yang cukup mendasar. Konsekuensi ini
bisa dilihat dari besarnya dana vyang
didaerahkan melalu Dana Perimbangan
diberlakukannya UU No. 22 dan 25 Tahun
1999. Perkembangan dana yang didaerahkan
melalui dana perimbangan ini mengalami
peningkatan yang signifikan.\




Gambar 4.1 Struktur Anggaran Pemerintah Indonesia Sebelum Berlakunya UU No.
22/1999 & UU No. 25/1999
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SIMPULAN DAN SARAN

1 Simpulan

Pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah adalah menyangkut kewenangan yang
diberikan oleh pemenintah pusat kepada daerah.
Kewenangan ini antara negara satu dengan lainnya
dapat berbeda-beda, sehingga terdapat negara-negara
dengan kewenangan pemerintah pusat yang dominan,
di lain pihak terdapat negara dengan kewenangan

fiskal pemerintah lokal yang yang sangat besar.

Dalam pola transfer antara
pemerintah pusat dan daerah pada setiap
negara juga berbeda-beda. Perbedaan ini,
dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam
bentuk negara, baik pada negara federal
ataupun negara kesatuan, dimana mereka
memiliki berbagai tingkat pemerintahan yang
berbeda pula, sehingga setiap negara memiliki
sistem transfer yang berbeda dengan negara
lainnya.

Secara umum terdapat tiga variasi
transfer fiskal antarpemerintahan ditemukan
di seluruh dunia.Metode transfer tersebut
adalah menggunakan pola menurut
persentase tetap dari penerimaan pemerintah
pusat, mengikuti suatu dasar ad hoc serta atas
dasar mekanisme formula. Banyak negara-
negara berkembang menggunakan beberapa
jenis formula dalam upaya untuk
menyejajarkan pengeluaran daerah vyang
memiliki kebutuhan dan kapasitas berbeda.

Pola transfer pada suatu negara tidak
dapat dikatakan baik atau buruk.
Permasalahan dalam transfer sebenarnya
terletak pada pengaruhnya terhadap hasil-
hasil kebijakan yang dilaksanakan, terutama
berkaitan dengan efisiensi alokasi,pemerataan
distribusi, dan stabilitas makroekonomi.

2. Saran-saran

Perlu adanya penelitian lebih lanjut pola
transfer pada negara-negara lain, baik negara
maju maupun negara-negara berkembang.

Penelitian ini penting untuk mengetahui
bagaimana negara tersebut dapat mengatur
pola-pola pengeluaran maupun penerimaan
melalui transfer yang dapat dilakukan pada
negara mereka.
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